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Abstract 
 
The Act dictates about a norm law the validity of a marriage there are in article 2 
paragraph (1), but there are remaining a subject that always urgen discussed 
relating to the validity of marriage different religion. This research was a type of 
research legal normative with the approach statutory and conceptual 
approach.Analysis techniques is the analysis of the contents against legal 
materials.The results of the study suggested that the constitutional court in part 
consideration judge in a verdict Number 68 / PUU-XII/ 2014 from the perspective 
of the Act Number 1 of 1974 on Marriage  is very exact in keep the principles of 
law which lives in communities, so that demands the an applicant who will article 2 
paragraph (1 ) the Act number 1 of 1974 to read as follows: marriage be valid, if 
dopted according to the laws of each his religion and believer, along interpretation 
to the law his religion and believer handed over to each candidates bridegroom 
rejected by the constitutional court. Synthesis article 2 paragraph 1 of being thus 
very urgent change to be denied because open space an interpretation of the diverse 
to anyone, including the interpretation of the laws religion in the implementation of 
different religious marriage. 
Keywords: Legitimacy, marriage different religion. 
 
Abstrak 
 
Undang-undang telah menggariskan tentang norma hukum keabsahan 
suatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1),namun masih menyisakan 
suatu persoalan yang selalu urgen didiskusikan terkait dengan keabsahan 
perkawinan beda agama.Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik 
analisis adalah analisis isi terhadap bahan-bahan hukum.Hasil penelitian 
mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pertimbangan Hakim 
dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat tepat dalam menjaga prinsip-prinsip 
hukum yang hidup di masyarakat, sehingga tuntutan para pemohon yang 
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menghendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca 
bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon 
mempelai ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 2 ayat (1) yang 
demikian sangat urgen untuk ditolak karena membuka ruang penafsiran yang 
beragam kepada siapapun, termasuk penafsiran hukum agama dan kepercayaan 
dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.  
Kata kunci:  Keabsahan, Perkawinan Beda Agama.  
 
 
A. PENDAHULUAN 
Hukum perkawinan dalam lingkup hukum keluarga merupakan suatu 
kajian penting sebagai institusi hukum yang melegalkan hubungan seksual antara 
laki-laki dengan perempuan dalam suatu keluarga, mengatur  hak dan kewajiban 
suami-isteri, mengatur harta dalam perkawinan, dan melahirkan keturunan yang 
sah. 
Secara yuridis formal pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-
Undang Perkawinan), termaktub dalam Pasal 1  menentukan bahwa perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1Abdulkadir Muhammad,2menjelaskan 
bahwa ikatan lahir itu adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk 
menurut undang-undang, hubungan mana  mengikat kedua  pihak dan pihak lain 
dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk 
dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak saja.Selain 
itu, lembaga perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya selalu 
dihubungkan dengan kedah-kaedah agamanya. 
Dengan demikian, suatu perkawinan merupakan suatu peristiwa penting 
dalam kehidupan manusia, karenaperkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua 
calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga, anak,dan masyarakat, 
sehinggadalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang 
mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan diperlukan, 
terutama dalam rangka menentukan keabsahannya karena keabsahan tersebut akan 
berakibat hukum secara langsung terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
                                               
1 Lihat juga dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan sebagai 
akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dengan 
melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 
1993. h. 74. 
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masing-masing subjek hukum dalam keluarga guna membentuk rumah tangga yang 
bahagia dan sejahtera. Sehubungan dengan keabsahan perkawinan, Undang-
Undang Perkawinan telah mengaturnyadalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat 
(1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam ayat (2) menentukan bahwa tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Walaupun undang-undang telah menggariskan tentang norma hukum 
keabsahan suatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, namun 
masih menyisakan suatu persoalan yang selalu urgen didiskusikan terkait dengan 
keabsahan perkawinan beda agama. Secara sosiologis fenomena perkawinan beda 
agama(antar agama), bukanlah hal baru di Indonesia karena sifat masyarakat 
Indonesia yang pluralistik, misalnya Nurul Arifin (Islam) yang kawin dengan 
Mayong (Katholik) dan Yuni Shara (Islam) yang kawin dengan Henry Siahaan 
(Kristen) di luar negeri.Selain itu di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara 
terdapat penetapan Pengadilan Negeri AirmadidiNo 
41/PDT.P/2012/PN.AMDtentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan 
beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai 
Kantor Catatan Sipil Airmadidi.3 
Sehubungan dengan adanya fenomena perkawinan beda agama tersebut, 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melakukan uji materi 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, 
sangat penting mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terkaitdasar 
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebutdari perspektif Undang-Undang 
Perkawinan. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang 
difokuskan untuk mengaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 
positif.4Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,sedangkan 
pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-
ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 
                                               
3AnggreiniCarolinaPalandi,http://ejournal.unsrat.ac.id,Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-
Jun/2013 diunduh 9September 2015. 
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Piblishing, 
Surabaya:  2005. h.  252 
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asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.5 Sumber bahan hukum 
yang digunakan meliputi bahan hukum primer merupakan bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang 
berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder adalah semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi   yang 
berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum.6Adapun 
teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis isi (content 
analysis)terhadap bahan-bahan hukum guna menafsirkannya dengan berlandaskan 
pada  teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang ada dan selanjutnya disajikan 
dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang hakikat keabsahan 
dari perkawinan beda agama.7 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini mengungkapkan bahwasecara eksplisit tidak terdapat norma 
hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang keabsahan 
perkawinan beda agama. Keabsahan suatu perkawinan secara umum untuk seluruh 
warga Negara Indonesia disandarkan pada aturan hukum yang terdapat dalam 
masing-masing agama dan kepercayaan dari subjek hukum yang akan 
melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang  Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa tidak semua subjek hukum mempunyai penafsiran yang sama 
tentang makna atau arti dari frasa “menurut hukum agama dan kepercayaan itu” 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.  
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh para pemohon uji materiil 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar  
1945 pada bagian Latar Belakang Pengajuan Permohonanyang mendalilkan bahwa 
negara ‘memaksa’ agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu 
penafsiran yang dianut oleh negara atas masing-masing agama dan kepercayaannya 
itu. Mendalilkan juga bahwa pasal tersebut ‘memaksa’ setiap warga negara untuk 
mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dalam bidang 
perkawinan dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum 
agama dan kepercayaan, sehinggaapabila tidak diikutinya hukum agama dan 
kepercayaan menjadikan perkawinan tidak sah. Bahwa pengaturan ini menurut 
                                               
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 
2007. h. 95 
6Ibid. h. 141. 
7 Deity Yuningsih, Putusan Mahkamah Konstitusi bagi Perlindungan Hak-hak Anak 
dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum: Legitime, Vol. IV. No. 1 Edisi Maret 2014, 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari. 
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pemohon menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak 
melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian menurut 
pemohon,hak beragama yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) 
dan (2),8 Pasal 28I ayat (1),9  dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi terlanggar, 
karena di dalam hak beragama ada jaminan kepada setiap warga Negara untuk 
menjalankan ajaran agamanya secara bebas, hal mana mencakup pula kebebasan 
untuk tidak menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya. 
Di dalilkan juga bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama 
dan membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 
menjadi terlanggar pula karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
karena menerapkan pembatasan terhadap perkawinan harus berdasarkan agama 
sehingga menyebabkan munculnya “keluarga” yang tidak diakui secara hukum, 
yaitu tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinannya, baik di Kantor Urusan 
Agama atau Kantor Catatan Sipil.Bahwa seharusnya peran Negara dalam 
perkawinan adalah hanya untuk mencatatkan perkawinan  yang dilangsungkan oleh 
warga negara. Tindakan yang melebihi hal ini akan menyebabkan pelanggaran 
terhadap hak untuk menjalankan agama yang diatur dalam UUD 1945.  
Bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang hendak melangsungkan 
perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaannya, telah beradaptasi 
secara negatif untuk dapat menghindari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan dengan cara melakukan penyelundupan hukum melakukan perkawinan 
ke luar negeri bagi pasangan yang berbeda agama berdasarkan Pasal 56 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: Perkawinan di Indonesia antara 
dua orang warga negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan 
Warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku 
di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia 
tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (2): Dalam waktu 1 (satu) 
tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan 
mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. 
Penyelundupan tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan hukumsebagai penanda 
nyata mengenai adanya kebutuhan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan 
beda agama yang tidak terpenuhi atau tidak terakomodasi dengan baik oleh hukum 
yang ada, sehingga dibutuhkan suatu perubahan untuk dapat menjamin 
                                               
8Pasal 28E ayat (1): Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2): 
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya. 
9Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hp, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak  beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
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terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama 
dan kepercayaan. 
Oleh karena itu menurut para pemohon Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu 
diserahkan kepada masing-masing calon mempelai. 
Pendapat penulis bahwa ketiadaan ketentuan hukum yang secara eksplisit 
yang mengatur perkawinan beda agama, secara sepintas lalu memang dapat 
menimbulkan kesan diskriminasi atau pelarangan hak warga negara dalam 
membentuk keluarga yang dinginkannya dan berujung ketidakpastian hukum 
dalam pencatatan perkawinan karena Kantor Urusan Agama maupun Kantor catan 
Sipil karena akan menolaknya. Namun, jika dikaji lebih dalam lagi bahwa 
keberadaan perkawinan beda agama yang dibangun dengan argumentasi demikian 
tidaklah benar secara hukum dan melanggar ketertiban umum. 
Negara sangat menghargai dan menghormati kebebasan dari setiap orang 
untuk melaksanakan norma hukum agama dan kepercayaan yang diyakini oleh 
setiap penganutnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (1)10 dan Pasal 29 
ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.11 Artinya bahwa kebebasan untuk 
menjalankan agama dan kepercayaan kepada setiap subjek hukum sesungguhnya 
telah diakomodasi secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B 
ayat (1)12 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.13 Namun pelaksanaan 
kebebasan tersebuttidak bisa disalahartikan sebagai kebebasan yang semaunya atau 
sewenang-wenang,karena justru akan berdampak kepada ketidakpastian atau 
multiinterpretasi ketika setiap orang masing-masing diserahkan untuk menafsirkan 
sesuai dengan keinginannya, karena akan berpotensi keluar dari essensi yang diatur 
oleh hukum agama dan kepercayaannya itu. 
Dampak selanjutnya yang akan terjadi adalah mengganggu ketertiban 
umum karena nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada umumnya sangat 
memegang prinsip bahwa persoalan perkawinan bukan semata-mata persoalan 
ikatan keperdataan semata, tetapi lebih mendasar lagi sebagai ikatan lahir batin 
yang dibangun sarat dengan nilai-nilai yang religius berdasarkan hukum agama dan 
kepercayaan.  
                                               
10 Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui mperkawinan yang sah. 
11 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 
12 Pasal 28B ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui mperkawinan yang sah. 
13 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 
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Jadi jika para pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan tersebut ‘memaksa’ setiap warga negara untuk mematuhi 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dalam bidang perkawinan 
dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan 
kepercayaan,maka sesunggunya adalah keniscayaan untuk suatu kepastian hukum 
keabsahan perkawinan. 
Dengan demikian, sangat tidak realistis kata ‘memaksa’dimaknai sebagai 
pembatasan hak setiap orang untuk harus taat pada norma hukum agama dan 
kepercayaannya, justru kata ‘memaksa’ tersebut biasa digunakan dalam bahasa 
hukum sebagai norma hukum yang bersifat imperatif dengan menggunakan kata 
‘wajib’, baik sebagai suatu perintah  maupun sebagai suatu larangan. Dalam 
konteks ini tentu saja sebagai suatu norma perintah agar mematuhi hukum agama 
dan kepercayaan yang dipilihnya sendiri sebagai suatu konsistensi yang logis, 
sehingga tidak ada makna pertentangan di dalamnya. Kewajiban itu dilakukan 
justru semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadatnya agar tetap sesuai 
dengan nilai-nilai agama yang sebenarnya dan menjaga ketertiban umun dalam 
suatu bingkai negara yang demokratis. 
Sehubungan dengan tuntutan para pemohon agar Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai berikut: “Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.Menurut 
penulis sangat membuka ruang penafsiran yang beragam (multi interpretasi) karena 
siapapun mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran sesuai dengan 
kepentingannya, termasuk penafsiran hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan 
beda agama. Jika rumusan Pasal 2 ayat (1) dari para pemohon dikabulkan oleh 
Mahkamah, maka sangat mungkin lembaga perkawinan itu akan jauh menyimpang 
dari essensi  perkawinan itu sendiri, bahkan sangat mungkin akan timbul bentuk-
bentuk variasi lainnya, misalnya perkawinan homoseksual. 
Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting sebagai lembaga 
yang memiliki otoritas legal yang memastikan bahwa penafsiran itu tidak di luar 
dari essensi yang seharusnya guna mendapatkan kepastian hukum yang harus 
dipedomani dan untuk menghindari benturan norma dan kepentingan dalam 
pelaksanaan hak konstitusional. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah jelas 
menjamin setiap warga negara secara universal memberikan kebebasan untuk 
memeluk suatu agama dan menjalankan ibadatnya sesuai dengan norma agama dan 
kepercayaan yang dipilihnya tersebut. Dengan kata lain harus konsisten dengan 
aturan hukum agama yang dipilihnya dan tidak melakukan penafsiran yang 
semaunya. 
Secara historis, memang pernah terdapat pengaturan perkawinan yang 
bersifat keperdataan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur bahwa undang-undang 
memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. 
Menurut Vollmar maksud ketentuan Pasal 26 KUH Perdata tersebut bahwa 
undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata yaitu perkawinan 
yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil,14 sedangkan 
menurut Soetodjo Prawirohamidjoyo, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 26 KUH 
Perdata bahwa undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur 
keagamaan selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata. 15Beberapa ahli 
lainnya pun seperti Asser, Scholten, Pitlo, Melis, dan Wiarda,16 memberikan 
memandang serupa bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria 
dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. 
Subekti17 bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan 
seorang perempuan untuk waktu yang lama. 
Hal itu berimplikasi bahwa keabsahan suatu perkawinan dapat diperoleh 
hanya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata), sementara  persyaratan serta peraturan agama 
dan kepercayaan dikesampingkan.Lembaga perkawinan yang demikian sangat 
tidak sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat Indonesia bahwa aturan yang 
terkait dengan keabsahan dalam perbuatan perkawinan  pada hakikatnya otoritas 
Tuhan, sehingga setiap aturan yang bertentangan dengan hukum Tuhan memang 
wajib untuk dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Sehubungan dengan permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tertuang 
dalam bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi bahwa dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga Negara wajib tunduk terhadap 
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu negara yang demokratis. 
Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan 
hidup dalam masyarakat. 
Selanjutnya terhadap dalil yang diajukan para pemohon bahwa Pasal 2 
ayat(1) Undang-Undang Perkawinan  telah ‘memaksa’ untuk mematuhi hukum 
                                               
14 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta: 
2001.h.61 
15 Soetodjo Prawirohamidojo, Pluralisme dam Perundang-undangan Perkawinan di 
Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya: 2002, h. 35.  
16 Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, 
Airlangga University Press, Surabaya: 2000. h. 18. 
17 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta: 2000.  h. 23. 
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agamanya dan kepercayaannya, Mahkamah Konstitusi  berpendapat bahwa 
perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan 
hukum Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga 
Negara Indonesia termasuk menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk 
serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan 
perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan 
melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya.Perkawinan 
secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diartikan sebagai 
hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita yang 
diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami isteri. 
Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah  
apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masingagama dan kepercayaannya 
serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.  Sebagai ikatan lahir dan 
batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas 
bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama menjadi 
landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama 
menjadi landasan komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-
pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung 
jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan 
menjamin kelangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan 
perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup 
manusia. Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga 
harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan 
perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administrasi yang 
dilakukan oleh Negara. 
Dengan demikian, sangatlah tepat isi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Nomor 68 /PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015, 
yang mengadili menyatakan menolak seluruh permohonan para pemohon 
merupakan putusan yang sangat tepat sebagai suatu putusan yang dibangun diatas 
prinsip-prinsip hukum yang hidup di masyarakat demi kemaslahatan dan menjamin 
ketertiban umum. 
 
PENUTUP 
Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pertimbangan Hakim dalam 
Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan adalah sangat tepat dalam menjaga prinsip-prinsip hukum 
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yang hidup di masyarakat demi kemaslahatan dan menjamin ketertiban 
umum,sehingga tuntutan para pemohon yang menghendaki Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca sebagai berikut: “Perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai ditolak 
oleh Mahkamah Konstitusi.  
Rumusan Pasal 2 ayat (1) yang demikian sangat urgen untuk ditolak 
karena membuka ruang penafsiran yang beragam (multi interpretasi) kepada 
siapapun, sehingga mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran norma 
hukum agama dan kepercayaan sesuai dengan kepentingannya, termasuk 
penafsiran hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. Jika 
rumusan Pasal 2 ayat (1) dari para pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka 
akan berpotensi jauh menyimpang dari essensi  perkawinan itu sendiri.Perkawinan 
tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek 
spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan 
undang-undang menetapkan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh Negara. 
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